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ABSTRACT

Actio pauliana as an instrument provided for by Law Number 37 of 2004 functions
to protect bankruptcy creditors, but actio pauliana as a legal instrument still
encounters several problems including those relating to legal protection for
mortgage holders and the imposition of sanctions for debtors who do not carry out
the results of the bankruptcy decision and actio pauliana. This study aims to analyze
the actio pauliana instrument in providing legal protection for mortgage holders
and the imposition of sanctions on debtors who do not hand over bankrupt assets
to the curator for the granting of actio pauliana’'s lawsuit. This research uses
normative juridical legal research methods. The results showed that creditors
holding mortgage rights (separatists) were given the authority to carry out self-
execution of collateral after passing a suspension period of no longer than 90 days
from the date the bankruptcy declaration decision was pronounced and the
execution was carried out no later than 2 months after the start of the state of
insolvency. The imposition of sanctions on debtors who do not hand over
bankruptcy assets to the curator for the granting of an actio pauliana lawsuit can
be in the form of civil or criminal sanctions, by adjusting to the form of mistakes
and unlawful acts committed by creditors and also depending on the choice of law
for creditors. The suggestion of this research is that the Government needs to carry
out legal socialization regarding the assets of bankrupt debtors included in the
bankrupt debtor, especially bankrupt assets burdened with mortgage rights, so that
the parties involved in the bankruptcy process can understand the existing legal
rules and the Government needs to revise Law No. 37 of 2004 specifically related
to the addition of articles that regulate sanctions both criminal sanctions and civil
sanctions that will be imposed on debtors who do not carry out their obligations in
accordance with Law no. 37 of 2004.

Keywords: Bankruptcy, Actio Pauliana, Mortgage.
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ABSTRAK

Actio pauliana sebagai instrumen yang disediakan Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 berfungsi untuk melindungi kreditor kepailitan, namun actio pauliana
sebagai instrumen hukum masih menemui beberapa permasalahan diantaranya
adalah berkaitan dengan perlindungan hukum pemegang hak tanggungan dan
pengenaan sanksi bagi debitor yang tidak menjalankan hasil putusan kepailitan dan
actio pauliana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis instrumen actio
pauliana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak
tanggungan dan pengenaan sanksi terhadap debitor yang tidak menyerahkan harta
pailit kepada kurator atas dikabulkannya gugatan actio pauliana. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian
menunjukkan kreditor pemegang hak tanggungan (separatis) diberi kewenangan
untuk melakukan eksekusi sendiri terhadap jaminan setelah melewati masa
penangguhan paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan
dan eksekusinya dilakukan paling lambat 2 bulan setelah dimulainya keadaan
insolvensi. Pengenaan sanksi terhadap debitor yang tidak menyerahkan harta pailit
kepada kurator atas dikabulkannya gugatan actio pauliana bisa berupa sanksi
secara perdata maupun pidana, dengan menyesuaikan pada bentuk kesalahan dan
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kreditor dan tergantung juga pada
pilihan hukum bagi kreditor. Saran penelitian ini adalah Pemerintah perlu
melakukan sosialisasi hukum mengenai harta debitor pailit yang masuk dalam
boedel pailit khususnya harta pailit yang dibebani hak tanggungan, sehingga para
pihak yang terlibat dalam proses kepailitan dapat memahami aturan hukum yang
ada dan Pemerintah perlu merevisi UU No. 37 Tahun 2004 khususnya berkaitan
dengan penambahan pasal-pasal yang mengatur mengenai sanksi baik sanksi pidana
maupun sanksi perdata yang akan dikenakan kepada debitor yang tidak
menjalankan kewajibannya sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2004.

Kata Kunci : Kepailitan, Actio Pauliana, Hak Tanggungan.
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